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Dynamic development agribusiness is carried out through develop advantage 
commodities, agribusiness spatial planning, and business financial schemes that can 
improve belier living, belt er working and better doing of rural comm uni lies. Institutional 
is the determinant factor, important and urgent to accelerate dynamics and agribusiness 
development instruments. Instead of increasing value-added through farmer groups, 
farmer-owned company, or group union, and led to turmoil institutional (institutional 
void) in agribusiness cooperative policies and practices in Indonesia. Based on study of 
literature and participative obstructive found that required affirmative regulations for 
farmers, fair market surveillance system, industrial linkage, adequate infrastructure, and 
protection of rural communities. This article describes emerging cooperative dilemma as 
key elements of empowerment for farmers who indicated alienated in agribusiness 
policies. Normatively cooperatives can integrate upstream and downstream products; but 
the regulation degraded alignments. In order to the cooperative acts as agent 
empowerment, it is recommended affirmation of the position-membership status farmers 
andfarmer groups in cooperatives. contribution of cooperatives as an business entity. 
productive cooperative resource management, and revitalized of unit cooperative 
services effectively and efficiently in the supply chain. 

ABSTRACT 

Kata Kunci : Koperasi, rantai pasok, institutional-void, 

Dinamisasi pembangunan agribisnis dilakukan melalui pengembangan komoditas 
unggulan, pengaturan ruang kawasan agribisnis, maupun pengembangan skim usaha yang 
dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Kelembagaan merupakan faktor 
penentu, penting dan mendesak dalam mengakselerasi dinamika dan instrurnen 
pembangunan agribisnis. Alih-alih meningkatkan nilai tambah produk agribisnis melalui 
kelompok tani, badan usaha rnilik petani, ataupun gapoktan, namun memunculkan 
kegalauan kelembagaan (institutional void) dalam kebijakan dim praktik koperasi 
agribisnis di Indonesia. Berbasis pada studi literatur dan participative obstructive / 
diperoleh ternuan kebutuhan regulasi yang berpihak pada petani, sistem pernantau- pasar 
yang adil, industrial linkage, infrastruktur yang memadai, dan perlindungan masyarakat 
perdesaan. Artikel ini mendeskripsikan munculnya dilema koperasi sebagai elemen kunci 
pemberdayaan petani yang terindikasi dialienasi dalam kebijakan agribisnis pada inbound 
maupun outbound logistic. Secara nonnatif koperasi dapat mengintegrasikan produk hulu 
dan hilir; tetapi regulasinya mengalami degradasi keberpihakan. Agar koperasi berperan 
sebagai agen pemberdaya, maka direkomendasikan penegasan posisi-status keanggotaan 
petani dan kelompok tam dalam koperasi, kontribusi koperasi sebagai entitas agribisnis, 
manajemen sumber daya koperasi yang produktif, dan terevitalisasinya unit pelayanan 
koperasi secara efektif dan efisien dalam rantai pasokan. 
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koperasi mampu mernberi manfaat dalam 
rantai pasok agribisnis. Sementara 
berkembang sikap skeptis bahkan alienasi 
terhadap koperasi. Pertanyaannya adalah 
sejauhmana koperasi sebagai agen mampu 
berperan pada rantai pasok komoditas 
agribisnis yang lebih menitikberat pada 
tingginya kerjasama tidak hanya dengan 
pemasok dan konsumen tetapi juga dengan 
pesaing, integrasi data,dan kerjasama 
perusahaan dalam proses produksi. Proteksi 
dan pertimbangan biaya dan keuntungan, 
persaingan semata dalam rantai pasok telah 
ditinggalkan. 

Upaya ini ditentukan oleh seberapa 
besar kapabilitas .dan kapasitas surnberdaya. 
Kedua hal ini menjadi modal dasar 
mengelola sumberdaya hingga mampu 
mengantisipasi resiko dan meraih peluang 
yang ada melalui kreasi, inovasi, dan 
adaptasi. 

Lebih jauh dari itu, kebutuhan 
kegiatan integrasi rantai pasokan dan rantai 
nilai melalui penguatan kelembagaan 
diharapkan mampu meningkatkan nilai 
keusahaan dan keekonomian produk, baik 
secara makro maupun mikro. Dapatkah 
koperasi berperan sebagai agen dan unsur 
kunci yang inklusif bagi pemberdayaan 
masyarakat untuk mewujudkan 
pengintegrasian ini. Pertanyaan ikutannya, 
terdapatkah ketegasan keberpihakan 
pemangku kepentingan terhadap 
keberadaan petani-nelayan, atau kelompok 
tani-nelayan sebagai anggota koperasi, 
peran koperasi, langkah konkrit aksi bisnis 
pengelolaan koperasi, serta bagairnana 
revitalisasi kegiatan bisnis dan unit layanan 
koperasi secara efektif dan efisien, terutama 
dalam rantai agribisnis. 

METODE PENELITIAN 

Tulisan ini didekati dengan studi 
literatur dan participative obstructive dari 
regulasi agribisnis dan perkopcrasian. 
Pengumpulan data sekunder dan primer 
didapat dari pengamatan langsung regulasi 
koperasi, dan agribisnis, serta kajian 
literatur pada rantai pasok agribisnis. Hasil 

PENDAHULUAN 

Makna pem ban gun an dapat berarti 
membangun, membangkitkan, dan 
mengembangkan sesuatu yang memiliki 
nilai guna, kemanfaatan yang nyata, dan 
ada dengan keberadaannya. Proses 
transformasi sosial ekonomi dan budaya 
secara evolutif atau revolutif mempengaruhi 
perilaku dan kelembagaan agen 
pembangunan. 

Secara makro, strategi pembangunan 
Indonesia cenderung mengalami loncatan, 
yang semula berbasis pada pertanian, 
kepada jasa dan industri. Loncatan ini 
a?alah suatu keniscayaan, namun beresiko, 
di antaranya dalam pengembangan 'koperasi 
dan agribisnis. Alih-alih meningkatkan nilai 
ta1~bah produk agribisnis melalui kelompok 
tam, badan usaha milik petani, ataupun 
gapoktan, namun memunculkan kegalauan 
kelembagaan (institutional void) dalam 
kebijakan dan praktik koperasi agribisnis di 
Indonesia. 

Strategi offisialisasi, deoffisialisasi, 
dan otonomi yang terencana bagi . 
pembangunan koperasi Indonesia 
mengalami stagnasi bahkan kebuntuan. 
Perkembangan koperasi di Indonesia 
mcngalami pasang surut sejalan dengan 
perubahan kepemimpinan nasional maupun 
kepala daerah. 

Pada sisi meso, perubahan transaksi 
antar pulau, antar wilayah, dan antar neeara 
semakin inklusi f dengan berbagai varian · 
kegiatan usaha. Rantai nilai dan rantai 
pasok komoditas unggulan maupun produk 
strategis dari suatu wilayah juga menjadi 
key performance indicator dalam kegiatan 
ekonomi. Keberadaan, relasi, dan 
perkembangan usaha koperasi 
membutuhkan sentuhan perubahan perilaku 
dan kelembagaan, agar koperasi mampu 
berperan aktif dan bernilai manfaat dalam 
mengembangkan nilai tambah dari 
transaksi-transaksi yang terjadi. Koperasj 
harus menjadi actor transaksional aktif 
bukan menjadi pcnonton atau bahkan ' 
terhisap oleh wilayah atau lembaga lain. 
Koperasi disyaratkan memiliki keberanian 
untuk meyakinkan bahwa keberadaan 
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Terdapat tantangan taktis, pilihan 
ceruk, langkah visioner, atau pilihan peran 
koperasi dalam rantai pasok agribisnis. 
Posisi yang dijalankan oleh koperasi ini 
akan menentukan respon dan umpan batik 
dari aktor lainnya dalam rangkaian rantai 
pasok produk dan skala usaha. Pilihan 
taktis koperasi yang memberi manfaat dan 
nilai tambah dalam rantai pasok agribisnis 
merupakan ukuran sukses koperasi. 

Hasil kajian juga didapat bahwa 
deprivasi struktural dalam kurun waktu dari 
kebijakan pertanian menempatkan koperasi 
di perdesaan atau perkotaan termajinalkan. 
Hal ini dapat dilihat dari indikasi penurunan 
peran koperasi pada beberapa kegiatan 
ekonomi, atau sernakin lemahnya intensitas 
kegiatan koperasi, dualisme ekonomi, 
lemahnya akses koperasi terhadap lembaga 
keuangan, keterbatasan modal, lernahnya 
akses, dan stigma koperasi sebagai wadah 
anggota masyarakat yang kolot, lemah. 
bodoh, dan tidak aspiratif, schingga 
koperasi sering disepelekan, dialienasi, dan 
direndahkan. Kondisi ini semakin 

Gambar3. 
Rantai Pasok Beras, 

(o/ahan beberapa sumher) 

Ran1al Pasokan Kakoo 

Kegiatan koperasi tidak selalu uang, 
tapi kegiatan bisnisnya pasti membutuhkan 
dan menghasi lkan uang. Kegiatan finansial 
dan non finansial secara seimbang pada 
perusahaan koperasi berupa kemanfaatan 
koperasi, tidak sebatas hubungan untung­ 
rugi, tetapi juga kesejahteraan bagi 
anggotanya (pendapatan, gizi, somatik, 
lingkungan, dan ikatan sosial). 

Gambar 2. 
Rantai Pasok Beras, Sumber (olahan 

beberapa sumber) 

£1 
L_J 

Rant•I Pasok Beros 

Gambar I, 2, dan 3, menggambarkan 
aktor, jaringan, dan arus barang dalam 
rantai nilai rumput laut, beras, dan kakao .. 

(Ery Supriyadi, dkk, 2014) 
Gamhar I. 

Rantai Pasok Rumput Laut, Sumher 

IUntaf Pnok Rum put Laut 

Rantai pasok menyangkut aliran 
barang, informasi, dan keuangan. Rantai 
pasok adalah keterpaduan antara aktivitas 
pengadaan bahan baku, konversi bahan 
baku menjadi barang setengah jadi dan 
barang jadi hingga menyampaikannya pada 
pelanggan. Keterpaduan aktivitas meliputi 
pembelian ditambah aktivitas penting 
dalam hubungannya dengan pemasok dan 
distributor hingga produk sampai ke 
pelanggan. Di bawah ini beberapa rantai 
pasok agribisnis. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

temuan dideskripsikan secara kualitatif dan 
mendalam. 
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kehidupan masyarakat tidak mungkin jika 
kita tidak mengatasi kualitas hubungannya. 

Pemberdayakan anggota 
koperasidnya dalam rantai pasok agribisnis 
memerlukan upaya character building, 
character enabling, dan character 
engineering. Upaya ini menanamkan nilai 
dan prinsip koperasi, sehingga terjadi 
manfaat ekonomi koperasi yang 
berkelanjutan. 

Tantangan pertama yang muncul 
terhadap peran koperasi dalam rantai pasok 
agribisnis berupa indikasi alienasi terhadap 
koperasi, dalam regulasi maupun praktek 
pasokan produk. Secara sosiologis, alienasi 
berarti menghilangkan peran, ~an. · 
keberadaan individu atau kelompok dalam 
melakukan fungsinya, sementara dalam 
psikologis dapat diartikan hilangnya 
kendali diri. 

Alienasi koperasi merupakan bentuk 
tindakan hilangnya kendali koperasi atas 
kegiatan kreatif dan produksi yang 
dihasilkannya, termasuk pada rantai pasok 
agribisnis. Sementara kegiatan yang 
dialami koperasi menjadi tanggungjawab 
dan keharusan untuk sekadar bertahan 
hidup. 

Alienasi merupakan hilangnya 
kontrol individu atas kegiatan kreatifnya 
sendiri dan produksi yang dihasilkannya. 
Pekerjaan dialami sebagai suatu keharusan 
untuk sekadar bertahan hidup dan tidak 
sebagai alat bagi manusia untuk 
mengembangkan atau menyatakan 
kemampuannya yang kreati f. 

Koperasi seringkali dianggap tidak 
sebagai instrumen kunci dalarn entitas 
bisnis. Bahkan pemberdayaan anggota 
koperasi sekalipun untuk mengembangkan 
kemampuan kreati f bisnisnya hanya sebatas 
dokumen atau persepsi semata. 

Dalam konteks pencitraan, posisi 
koperasi bukan hanya ditandai sebatas 
dalam rangka menarik calon anggota/modal 
dan atau melayani anggota koperasi yang 
berujung pada kegagalan bisnis, tetapi juga 
meningkatnya alienasi terhadap aksi dan 
kreasi koperasi dalam menjangkau akses 
interaksi bisnis yang efisien dan 

diperparah lagi manakala terjadi praktek 
"kebebasan ekonomi" dalam praktek 
"leakages economy'' di perdesaan. 

Mengacu pada pandangan Hajer 
(2003), bahwa kebijakan tanpa kearifan 
merupakan suatu kejanggalan. Koperasi di 
Indonesia memerlukan aturan yangjelas 
dan norma-norma yang menurut politik 
yang akan dilakukan. Kebijakan itu dibuat 
dengan langkah-langkah yang harus 
disepakati.. 

Khanna & Palepu (1997,2000 dan 
Shleifer & Visny (1993) menyebutkan 
sebagai suatu "kekosongan kelembagaan" 
atau 'institutional void' . "institutional 
void: there are no clear rules and norms 
according to which politics is to he 
conducted and policy measures are to be 
agreed upon". Kekosongan kelembagaan 
dalam rantai pasok agribisnis dapat 
menyebabkan kegamangan fungsi dan 
peran kelembagaan dalam berbagai 
kegiatan pembangunan. 

Sejalan dengan ini, Dryzek (1982) 
menyebutkan bahwa kebijakan itu "divided 
am/ incoherent", sehingga kebijakan itu 
dapat menyebabkan ketiadaan peran suatu 
lembaga atau terjadinya kekosongan 
kelembagaan pada suatu proses 
pembangunan atau wilayah. 

Kehadiran koperasi sebagai institusi 
bisnis dalam rantai pasok agribisnis 
dipertanyakan, atau koperasi 
"ditidakhadirkan". Keadaan ini menjadi 
salah satu indikasi terjadi institutional void 
dalam pengembangan koperasi di 
Indonesia. Keadaan ini nampak jelas dalam 
rantai pasok agribisnis kelapa sawit, kakao, 
rum put taut, teh, susu sapi, jagung, kedele, 
dan tahu-tempe.. 

Upaya memberi fungsi dan pcran 
koperasi dapat memunculkan nilai-nilai 
budaya berkoperasi, bahkan dalarn iklim 
globalisasi terdapat manfaat dan peran 
positif kopcrasi terhadap ekonomi dunia 
(Stigl itz, 2009). Davis ( 1995) mcnyatakan 
bahwa koperasi memperkaya anggotanya 
dan mcmberdayakan masyarakat sekitar, 
selain itu koperasi juga mengembangkan 
perilaku orang; mengembangkan kualitas 
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Koperasi sejatinya menjadi agent of 
development, actor of change, dan 
penggerak roda perekonomian local, 
regional, nasional, bahkan intemasional. 
Perhatikan koperasi konsumsi dan koperasi 
pertanian di Jepang, Koperasi susu di 
Denmark, Koperasi di Korea, Koperasi 
Mondragon di Spanyol, Koperasi Kredit di 
Kanada dan Arnerika. Koperasi ini mampu 
bertahan dari guncangan krisis ekonomi 
dengan kekuatan kerjasama dan jati diri 
koperasi, sehingga selain mcmberi nilai 
manfaat ekonomi langsungmaupun tidak 
langsung kepada para anggotanya, koperasi 
juga berkontribusi pada perekonomi 
regional dan nasional dalem bent,uy,k ·. 
cooperative share dan_cooperative effect. 

Peran koperasi sebagai agensi 
pemberdayaan maupun aktor rantai pasok 
agribisnis berhubungan erat dengan 
kemandirian koperasi itu sendiri. Unsur 
pokok kemandirian dari agen pemberdyaan, 
sedikitnya terfokus pada tiga aspek penting 
yaitu (1) peran kritis sumber daya manusia 
untuk melakukan keterlibatan aktif dalam 
rangkaian kegiatan rantai pasok secara 
efisien, (2) peningkatan daya saing sebagai 
jaminan dari kemandirian entitas bisnis 
yang berkelanjutan, serta (3) mentalitas 
daya saing pada suatu rantai nilai produk 
dengan berbagai turunannya. 

Sebagai agen yang mandiri, koperasi 
membutuhkan generasi yang proaktif 
produkti f, dan antisipati f terhadap 
kekinian, mengakselerasi proses 
internalisasi teknologi, dan menjadi roda 
penggerak perubahan atau generator of 
change. Tanpa hat ini, koperasi berada 
dalam posisi stagnan atau bahkan menurun. 

Koperasi diposisikan sebagai agen 
perubahan yang mcnumbuhkembangkan 
dan mengakselerasi pengembangan 
ekonomi koperasi dalam rantai pasok 
global.. Stiglitz (2009) mcnyatakan 
kopcrasi sebagai agcn yang mampu 
memberdayakan ekonomi sebagai katup 
pengamanan dan pcmberdayaan 
masyarakat. 

Salah satu kunci efisicnsi dalam 
rantai pasokan berupa ketersediaan 

menguntungkan. lndikasi terjadinya 
alienasi koperasi, diantaranya penetapan 
posisi koperasi dalam konstitusi ekonomi 
yang dianggap belum berkeadilan, praktek 
dualisme sektor keuangan koperasi, dan 
kesempatan bisnis. Pemikiran dan praktek 
alienasi berujung menempatkan koperasi 
sebagai wujud lembaga tertinggal. 

Secara nonnatif, koperasi diposisikan 
sebagai wadah ekonomi usaha mikro, usaha 
kecil dan menengah, bahkan menjadi 
lembaga yang mengembangkan demokrasi 
ekonomi pada berbagai sektor maupun 
komoditas strategis. Namun secara fakrual, 
kini keberadaan koperasi cenderung 
terpinggirkan atau terindikasi mulai . 
tersingkir dalam kegiatan ekonomi 
perdesaan pada beberapa daerah di Jawa 
Barat 

Tantangan globalisasi, free trade, 
kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN, 
transborderless trading area yang semakin 
inklusif akan semakin menjadi titik lemah 
pengembangan ekonomi masyarakat 
perdesaan. Daya saing koperasi akan lemah 
dan semakin melernah jika pernahaman, 
sikap dan keterampilan berusaha dan 
partisipasi anggota sebagai pemilik dan 
pelanggan koperasi juga semakin melernah. 

Sudah tidak terelakkan lagi bahwa 
paradigma globalisasi yang menempatkan 
kompetisi antar negara, menempatkan 
koperasi Indonesia sejajar dengan koperasi 
pada tingkat dunia (Global Coop 300). 
Untuk mencapai kondisi ini, koperasi 
Indonesia membutuhkan kapabilitas sumber 
daya manusia yang kokoh (robust) guna 
mendayagunakan sumberdaya dan 
menciptakan instrument inovasi yang 
sanggup bekerja sama dengan koperasi 
pada negara lainnya guna membangun 
jcjaring usaha koperasi yang kuat dan 
mernberi manfaat (benefit) bagi kopcrasi 
dan para anggotanya. 

Tentunya koperasi di Indonesia 
mernerlukan kemampuan diri untuk 
mengubah perilaku untuk menghadapi 
pcrubahan yang akan dan tengah terjadi saat 
ini. Disinilah peran penyuluhan dan 
pendidikan perkoperasian dibutuhkan. 
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Koperasi sebagai agen perubahan dan 
penggerak dalam rantai nilai agribisnis 
munculnya dilemma. Koperasi sebagai 
elemen kunci pemberdayaan petani yang 
terindikasi diaJienasi dalam kebijakan 
agribisnis pada inbound maupun outbound 
logistic. Guna mengefektifkan peran 
koperasi dibutuhkan regulasi yang berpihak 
pada petani, sistem pernantau pasar yang 
adil, industrial linkage, infrastruktur yang 
memadai, sehingga tantai pasok agribisnis 
menjadi efektif disamping memberi 
manfaat ekonomi. 

Mengembangkan koperasi sebagai 
agen pemberdaya riremerlukan 
kesungguhan dalam berbagai bentuk 
pengakuan dan kebijakan perkoperasian. 
Keberadaan koperasi dalam rantai pasokan 
agribisnis mensinergikan kepentingan yang 
saling bermanfaat. 

Praktek koperasi sukses dalam rantai 
pasok agribisnis akan menjadi teladan bagi 
kegiatan bisnis koperasi, bahkan organisasi 
non koperasi. Praktek berkoperasi yang 
terbaik menjadi benchmark bagi praktek 
koperasi secara regional bahkan global. 
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Transaksi ramah kepada pelanggan dan 
memberikan manfaat langsung dari 
digitalisasi layanan akan menempatkan 
koperasi sebagai agensi yang produktif dan 
transformatif, sehingga terhindar dari 
conflict of agency. 

Data perkoperasian yang tersedia 
dirnaksudkan agar dapat diakses secara 
optimal oleh berbagai instansi, maupun 
masyarakat agar keberadaannya dapat 
digunakan sebagai instrumentasi untuk 
memonitor dan menilai kinerja koperasi · 
pada tingkat regional maupun dunia. 

Daya Saing Berkelanjutan Agribisnis Spesifik Loka/ 



327 

Diselenggarakan Oleh : Unmas 
Denpasar Bekerjasama Dengan 
Forum Layanan lPTEK Masyarak.at 
(Flip Mas) Wilayah Bali "Ngayah" 
Inna Grand Bali Beach Sanur-Bali 
27-28 Februari 2014, ISBN: 978- 
602-18622-4-7, Hal.: 369 - 380 
Penerbit : UNMAS Press Ocnpasar 
Bali, 

Nurul Risti Mutiarasari, Eddy Rinaldi, Ery 
Supriyadi Rustidj. 2015. Kinerja 
Rantai Pasok Komoditas Bawanf 
Daun (Allium fistulosum I.) di 
koperasi untuk memenuhi permintaan 
pasar terstruktur (Studi kasus di 
Koperasi pondok pesentren Al-ittifaq, 
Desa Alamendah, Rancabali, 
Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa 
Barat). Prosiding Seminar Nasional 
Perhepi- IPB . Bogor 

Stiglitz, D. Joseph. 2009. Moving Beyond 
Market Fundamentalism to A More 
Balanced Economy. Annals of Public 
and Cooperative Economics 80:3 
2009 pp. 345-360 

Swasono, Sri Edi. 2015. Keindonesiaan. 
Demokrasi Ekonomi, Keberdaulatan 
dan Kemandirian. Universitas 
Sarjanawiyata-Press.Yogyakarta. 

Emerging Market "Harvard Business 
Review. July-August: 41-51 

-------------------. 2000. The future of 
Business Groups in Emerging 
Markets : Lon- run evidents in Chile . 
Academy of Management Journal, 43 
(3): 268-285. 

Porter, Michael E.1998. Competitive 
Advantage: Creating & Sustaining 
Superior Performance. New York: 
Free Press. 

Rustidja, Ery Supriyadi , 2014. Productivity 
Improvement Through Innovation 
Coop Small and Medium Enterprises 
International Symposium, KP A 
International Symposium in Indonesia, 
22-24 August 2014. Korea · 
Productivity Association (440-476) 
Sungkyunkwan Univ. Natural 
Sciences Campus Cheoncheon­ 
dong.Jangan-gu, Suwon-si, 
Gyeonnggi, Korea. 

Rustidja, Ery Supriyadi, Ina Primiana, 
lnem, Anita Padang. 2014. Strategi 
Pengembangan Supply Chain: 
Pengembangan Rumput Laut Di 
Kabupaten Seram Bagian Barat 
Provinsi Maluku.Prosiding Seminar 
Nasional Hasil-Hasil Penelitian · 

ProsidingSeminar Nasional Ekonomi Pertanian 2017 


	Cov Prosiding Daya Saing.pdf (p.1-2)
	Kata Pengantar.pdf (p.3)
	Daftar isi.pdf (p.4-10)
	Isi Makalah.pdf (p.11-17)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)


